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KATA PENGANTAR

Segala  puji  dan  syukur atas kehadirat  Tuhan Yang Maha Esa,  yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR!

Tahun 2025 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR Tahun 2025 adalah bertujuan mengetahui

tingkat kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam

menyelesaikan Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! Tahun 2025.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini

terdapat  kekurangan  serta  kesalahan.  Semoga  laporan  ini  dapat  memberikan

manfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 21 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,

       ${ttd}

Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memperhatikan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia

Nomor:  490/10005/SJ  tentang  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan

Publik Nasional melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!, yang berisi imbauan kepada

Gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan pengaduan hanya

melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

yang dikelola oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan

Informatika, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI.

Melalui surat edaran tersebut maka dihimbau kepada seluruh Perangkat pada

Pemerintah Daerah agar mencegah atau menghentikan pembangunan dan

pengembangan aplikasi sejenis dengan SP4N-LAPOR!, namun apabila telah

mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden

Nomor  95  Tahun 2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,

Pemerintah  Daerah  dapat  mengintegrasikan  aplikasi  tersebut  ke  dalam

SP4N-LAPOR! tersebut.

Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  tugas  dan  fungsi

sebagai  admin pengelola  aduan dan aspirasi  sehingga memiliki  kewajiban

untuk  berkoordinasi  secara  proaktif  dengan  pengelola  utama  admin  yaitu

Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang

memberitahu  untuk  segera  ditindaklanjuti  laporan  pengaduan.  Adapun

indikator keberhasilan pengelolaan pengaduan dapat diukur sebagai berikut:

a. Percepatan waktu penyelesaian pengaduan.

b. Kualitas  tanggapan  pengaduan  terutama  responsibilitas  secara  faktual

dilapangan.

c. Tingkat kepuasan masyarakat.
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2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi; 

d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  76  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Pelayanan Publik;

e. Peraturan  Presiden  Nomor  76  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE);

g. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi  Nomor  24  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

h. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi  Nomor  3  Tahun 2015  tentang  Roadmap Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

i. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi  Nomor  62  Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional;

j. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;

k. Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  36  Tahun  2023  tentang

Pengelolaan  Pengaduan  Melalui  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan

Pelayanan  Publik  Nasional  Dalam  Layanan  Aspirasi  Dan  Pengaduan

Online Rakyat.
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3. Maksud dan Tujuan

Maksud  dan  tujuan  penyusunan  Laporan  Aduan  dan  SP4N-LAPOR!  ini

adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara  dapat  mengelola  pengaduan  dari  masyarakat  secara

sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

b. Penyelenggara  memberikan  akses  untuk  partisipasi  masyarakat  dalam

menyampaikan pengaduan.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Metode Pelaksanaan

a. Penyiapan Bahan

Penyusunan Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! menggunakan alat bantu

berupa  pengaduan  secara  tatap  muka  (offline)  maupun  online  yaitu

melalui  surat  aduan,  email,  media  sosial  dan  website

https://www.lapor.go.id/ yang disosialisasikan kepada masyarakat.

b. Tim Pengelola Aduan dan Admin SP4N-LAPOR

Tim pengelola aduan dan admin SP4N-LAPOR! dituangkan dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur Nomor:

400.14.5.1/556/KPTS/DK-I/2024  Tentang  Tim  Pengelola  Aduan  dan

Admin  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  Nasional

(SP4N) dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2024.
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c. Penyusunan Jadwal

Penyusunan  jadwal  Laporan  Aduan  dan  SP4N-LAPOR!  dilaksanakan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

No. Kegiatan
Waktu

Pelaksanaan
Jumlah Hari

Kerja

1. Persiapan Juli 2025 8

2. Pengumpulan Data
Agustus - 
September 2025

60

3.
Pengolahan Data dan 
Analisis Hasil

Oktober 2025 10

4.
Penyusunan dan 
Pelaporan Hasil

November - 
Desember 2025

15

2. Pelaksanaan

a. Pelaporan Pengaduan

Pengaduan diisi sendiri secara online maupun offline oleh pelapor yang

ingin mengadu terkait bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan  Timur  dan  UPTD  KPHP/KPHL/Tahura  Lingkup  Dinas

Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur,  pelapor  diharapkan  mengisi

pengaduanya dengan melampirkan bukti pengaduan.

b. Pengumpulan Data Pelapor

Pengumpulan  data  pelapor  dilaksanakan  dengan cara  mengambil  data

pengaduan pada masing-masing Bidang dan UPTD KPHP/KPHL/Tahura

Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur serta juga melalui

surat, media sosial, email dan website https://www.lapor.go.id/  .  
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C. HASIL YANG DICAPAI

1. Pengelolaan Pengaduan

a. Verifikasi Aduan dan Aspirasi

Pada  Tahun  2025  hasil  verifikasi  aduan  offline  maupun  melalui  online

email,  media  sosial  dan  aplikasi  SP4N-LAPOR!  periode  bulan  Januari

sampai  dengan  Desember,  terdapat  59 laporan yang terdiri  59 aduan

dengan  status  selesai dan 0  aduan  dengan  status  masih  dalam

proses.  Adapun  rincian  laporan  pengaduan  Lingkup  Dinas  Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel  1.  Rekapitulasi  Status  Aduan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur

No. Status Jumlah Aduan

1. Selesai 59

2. Dalam Proses 0

Jumlah 59

Selesai
100%

Status Aduan
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Tabel 2. Rekapitulasi Aduan dan SP4N-LAPOR! Lingkup Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur

No. Sekretariat/Bidang/UPTD Jumlah

1. Sekretariat 0

2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2

3.
Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Ekosistem

2

4.
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
Rehabilitasi Hutan Lahan

0

5.
Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Hutan

2

6.
UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit 
Soeharto

2

7. UPTD KPHL Batu Rook 2

8. UPTD KPHL Balikpapan 5

9. UPTD KPHP Batu Ayau 0

10. UPTD KPHP Bengalon 1

11. UPTD KPHP Berau Barat 3

12. UPTD KPHP Berau Pantai 4

13. UPTD KPHP Berau Tengah 1

14. UPTD KPHP Berau Utara 1

15. UPTD KPHP Bongan 6

16. UPTD KPHP Damai 10

17. UPTD KPHP Delta Mahakam 0

18. UPTD KPHP Kelinjau 3

19. UPTD KPHP Kendilo 3

20. UPTD KPHP Manubar 4

21. UPTD KPHP Meratus 3

22. UPTD KPHP Mook Manor Bulatn 0

23. UPTD KPHP Santan 1

24. UPTD KPHP DAS Belayan 3

25. UPTD KPHP Telake 1

TOTAL 59
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Tabel 3. Rincian Aduan dan SP4N-LAPOR Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

1. Sekretariat

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 18 Maret 2025 - Surat

Dugaan PT Ganda Alam
Makmur melakukan kegiatan
penambangan tanpa izin di

dalam kawasan hutan

BPKH Wilayah IV,
Bidang

Perencanaan dan
Pemanfaatan

Hutan

Kab. Kutim Selesai

2 18 Maret 2025 - Surat

Dugaan PT Interex Sacra
Raya melakukan kegiatan
penambangan tanpa izin di

dalam kawasan hutan
lindung

BPKH Wilayah IV
dan BPKH
Wilayah V,

Bidang
Perencanaan dan

Pemanfaatan
Hutan

Kab. Paser Selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            11 / 35                            11 / 35



12 | L a p o r a n  A d u a n  d a n  S P 4 N - L A P O R !  T a h u n  2 0 2 5

3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 3 Maret 2025 Anonim
Aplikasi
SP4N-

LAPOR!

Dugaan PT Long Bagun
Prima Sawit, PT Telen, PT

Gunta Samba, dan PT
Kresnaduta Agroindo
melakukan kegiatan

Perkebunan Kelapa Sawit
Tanpa Izin di dalam

Kawasan Hutan

Tim Satuan
Tugas (Satgas)

Penertiban
Kawasan Hutan
(PKH), Bidang

PKSDAE

Kab. Kutim Selesai

2
15 September

2025
Anonim

Aplikasi
SP4N-

LAPOR!

Perihal aktivitas tambang
batuan / galian c yang marak

di lakukan di Daerah Desa
Danau Redan, Desa Suka
Damai, Desa Suka Rahmat

dan Kecamatan Teluk
Pandan Kabupaten Kutai

Timur

Tim Operasi
Gabungan (Dishut

Kaltim, Dinas
ESDM, UPTD
KPHP Santan,

BPHK Wil.
Kalimantan,

Polres Kutim,
Camat Teluk

Pandan, Polsek
Teluk Pandan dan

Koramil Teluk
Pandan

Kab. Kutim Selesai
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4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

5. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 20 Juni 2025 Masyarakat
Desa

Surat

Mediasi Antara Warga Desa
Enggelam dengan PT.

Dharma Hutani Makmur (PT.
DHM)

Bidang Penyuluh
dan PMH

Kawasan HP (Hutan
Produksi) PT. DHM

Selesai

2
4 September

2025

Kelompok
Tani Mekar

Indah
Surat

Klaim pada areal PPKH PT
Mahakam Sumber Jaya

Bidang Penyuluh
dan PMH

Bukit Pariaman
Tenggarong

Seberang Kutai
Kartanegara

Selesai
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6. UPTD Tahura Bukit Soeharto

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1
29 Januari

2025

Masyarakat
Peduli

Lingkungan
Bukit

Merdeka

Melalui
Pengiriman

Surat ke
Otorita IKN

dan
tembusan
surat ke
Dinas

Kehutanan
Prov. Kaltim

Pemberitahuan Kegiatan
Pembukaan Lahan

Otorita IKN dan
UPTD Tahura
Bukit Soeharto

Di Kawasan
Tahura Bukit

Soeharto

Ditangani
Oleh Otorita
IKN (Selesai)

2
17 Februari

2025

UPT.
Laboratorium
Sumberdaya

Hayati
Kalimantan

Surat

Koordinasi dan Konsultasi
terkait Langkah-langkah

yang bisa dilakukan
Bersama UPTD Tahura
Bukit Soeharto tentang

laporan PT. Tectona Alas
Makmur terkait adanya
pembukaan lahan oleh

waga Masyarakat

UPTD Tahura
Bukit Soeharto

Di Kawasan
Tahura Bukit

Soeharto

Berkoordinasi
lanjutan dari

UPT.
Laboratorium
Sumberdaya

Hayati
Kalimantan
(Selesai)
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7. UPTD KPHL Batu Rook

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1
25 November

2025
Sri Jimmy

Kustini
Surat

Pemberitahuan Kegiatan
Studi Sosial Orangutan di
Kampung Long Apari dan

Kampung Noha Tivab
Kecamatan Long Apari

Kabupaten Mahakam Ulu

UPTD KPHL Batu
Rook

Kecamatan Long
Apari Kabupaten

Mahakam Ulu
Selesai

2
27 November

2025

Paulinus
Dekysius
Ikat Jalaq

Surat

Izin Lokasi Penelitian Study
Penerapan Silvikultur

Tanaman Kakao Sebagai
Hasil Hutan Bukaan

UPTD KPHL Batu
Rook

Kampung Datah
Naha

Selesai

8. UPTD KPHL Balikpapan

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1
24 Fabruari

2025
Gakum

WhatsApp
(WA)

Proyek RDMP diduga masuk
Kawasan Hutan KPHL

UPTD KPHL
Balikpapan

Kilometer 13, HLSW Selesai

2 10 April 2025

Bapak
Lukman
Kepala

UPTD KRB

WhatsApp
(WA)

Dugaan pembangunan
rumah di Kawasan Hutan

Lindung Wain

UPTD KPHL
Balikpapan

Gunung Parman,
Kilometer 15, HLSW

Selesai
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3 2 Mei 2025
Bapak
Upang

(KWPLH)
Tatap Muka

Adannya dugaan
pemburuan satwa dan

pembukaan lahan rintisan di
Kawasan Hutan Lindung

Wain

UPTD KPHL
Balikpapan

Gunung Parman,
Kilometer 24, HLSW

Selesai

4 30 Mei 2025
Ratno (MMP
Pandu Rata)

WhatsApp
(WA)

Adanya aktifitas
penebangan

UPTD KPHL
Balikpapan

Kilometer 12, areal
persetujuan KTH

Karang Joang
Lestari pada Hutan

Lindung Sungai
Manggar

Selesai

5 22 Juni 2025
Bapak

Purnomo
WhatsApp

(WA)
Adanya dugaan pabrik tahu
disekitar Waduk Manggar

UPTD KPHL
Balikpapan

Kilometer 12, pada
Hutan Lindung

Sungai Manggar
Selesai

9. UPTD KPHP Batu Ayau

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
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10. UPTD KPHP Bengalon

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1
8 Desember

2025
PT. Kiani
Lestari

Tatap Muka

Melaporkan terkait
mengenai adanya

kegiatan/proyek milik
Pemerintah Daerah

(PEMDA) yang berada di
dalam kawasan Hutan.

0.675506 N, 117.078086 E.

UPTD KPHP
Bengalon

Di Areal Kawasan
Hutan

Selesai

11.UPTD KPHP Berau Barat

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 2 Agustus 2025
PT. Inhutani

I Unit
Labanan

Surat
Tindak Lanjut Surat BPHL

Perihal Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan

BPBD Kabupaten
Berau, Manggala

Agni, UPTD
KPHP Berau
Barat Dinas
Kehutanan

Provinsi Kaltim

Kecamatan Segah Selesai

2 7 Agustus 2025
PT. Inhutani

I Unit
Labanan

Surat

Tindak Lanjut Surat Kepala
UPTD Berau Barat Perihal

Hasil Puldasi Ilegal Logging
dan Perambahan Kawasan

Hutan

UPTD KPHP
Berau Barat

Dinas Kehutanan
Provinsi

Kalimantan Timur,
Kapolsek,

Kecamatan Segah Selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Danramil PT.
Inhutani I

3
1 Desember

2025
Masyarakat

Via WA
(online)

Laporan adanya tindakan
Ilegal Logging

UPTD KPHP
Berau Barat,

Kapolsek,
Danramil

Kecamatan Kelay Selesai

12.UPTD KPHP Berau Pantai

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 24 April 2025 Gusman WhatsApp (WA)
Perambahan Hutan Desa

Pangalima Jerrung
Kampung Dumaring

UPTD KPHP
Berau Pantai

Dumaring Selesai

2 30 Mei 2025 Gusman WhatsApp (WA)
Perambahan Hutan Desa

Pangalima Jerrung
Kampung Dumaring

UPTD KPHP
Berau Pantai

Dumaring Selesai

3
30 September

2025
Gusman WhatsApp (WA)

Perambahan Hutan Desa
Pangalima Jerrung
Kampung Dumaring

UPTD KPHP
Berau Pantai

Dumaring Selesai

4
22 November

2025
Gusman WhatsApp (WA)

Perambahan Hutan Desa
Pangalima Jerrung
Kampung Dumaring

UPTD KPHP
Berau Pantai

Dumaring Selesai

13.UPTD KPHP Berau Tengah

No Tanggal Pelapor Metodologi Subjek Laporan Instansi Lokasi Aduan Status

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Diterima Pengaduan Berwenang

1 18 Juni 2025 Wahyu Surat

Konflik Lahan Warga
Kampung Bersama PT.
Tanjung Redeb Hutani,

Terjadinya pergusuran di
lahan Masyarakat Kampung

Suaran

UPTD KPHP
Berau Tengah

Kampung Suaran Selesai

14.UPTD KPHP Berau Utara

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 10 Juni 2025 Ramli

Pengiriman
Surat

Lembaga
Pengelola

Hutan Desa
Gunung Sari

LPHD Kampung Gunung
Sari bersama Pemerintah

Kampung Gunung Sari
meminta kepada KPHP

Berau Utara dapat
mentertibkan dan menindak
tegas adanya aktivitas illegal

dilahan LPHD Kampung
Gunung Sari

UPTD KPHP
Berau Utara

Kawasan Hutan
Desa Gunung Sari

Selesai

15.UPTD KPHP Bongan

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 9 Januari 2025 PT.
Balikpapan

Surat
Pengrusakan tanda larangan

/ Portal di areal perijinan
UPTD KPHP

Bongan
Kel. Sotek, Kec.
Penajam, Kab.

Selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Wana
Lestari

PBPH
Penajam Paser

Utara

2 18 Januari 2025
PT.

Belantara
Subur

Surat

Penemuan kegiatan alat
berat didalam Kawasan

perijinan berusaha
pemanfaatan hutan

UPTD KPHP
Bongan

Kec. Penajam, Kab.
Penajam Paser

Utara
Selesai

3 25 Januari 2025
PT.

Belantara
Subur

Surat

Pelaporan adanya
penguasaan lahan berupa

kebun sawit didalam
Kawasan PBPH PT.

Belantara Subur

UPTD KPHP
Bongan

Kec. Penajam, Kab.
Penajam Paser

Utara
Selesai

4
26 Februari

2025
Korindo Surat

Pelaporan adanya kegiatan
pengrusakan hutan tanaman
didalam Kawasan perijinan

PT. Belantara Subur

UPTD KPHP
Bongan

Kel. Sotek, Kec.
Penajam, Kab.
Penajam Paser

Utara

Selesai

5 4 Februari 2025
PT.

Belantara
Subur

Surat
Penolakan Kelompok Tani

Hutan
UPTD KPHP

Bongan

Kel. Sotek, Kec.
Penajam, Kab.
Penajam Paser

Utara

Selesai

6 18 Juni 2025

PT.
Balikpapan

Wana
Lestari

Surat
Perambahan areal PBPH

PT. Balikpapan Wana
Lestari

UPTD KPHP
Bongan

Kel. Sotek, Kec.
Penajam, Kab.
Penajam Paser

Utara

Selesai

16.UPTD KPHP Damai
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No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 5 Februari 2025

Kepala
Lurah

Simpang
Raya

Surat
Pengambilan Lahan oleh

PT. Borneo Persada Prima
Jaya

UPTD KPHP
Damai

Terajuk Selesai

2
18 Februari

2025
PT. Bharinto

Ekatama
Surat

Patroli Pengamanan Area
PPKH PT. BEK

UPTD KPHP
Damai

PT. BEK Selesai

3
21 Februari

2025
PT. TCM Surat

Patroli Pengamanan Area
PPKH PT. TCM

UPTD KPHP
Damai

PT. TCM Selesai

4 10 Maret 2025 PT. MBL Surat Illegal Logging
UPTD KPHP

Damai
PT. MBL Selesai

5 10 April 2025
Petinggi

Kampung
Tukuk

Surat Illegal Logging
UPTD KPHP

Damai
Kampung Tukuk Selesai

6 25 April 2025 PT. TIS Surat
Patroli Pengamanan Area

PPKH PT. TIS
UPTD KPHP

Damai
PT. TIS Selesai

7 26 Mei 2025 PT. TCM Surat
Patroli Pengamanan Area

PPKH PT. TCM
UPTD KPHP

Damai
PT. TCM Selesai

8 12 Juni 2025 Yudi Tatap Muka
Perambahan Hutan di Area

PPKH PT.TIS
UPTD KPHP

Damai
PT. TIS Selesai
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9
28 November

2025

Petinggi
Kampung

Besiq
Surat

Penebangan Liar di
wilayahKawasan Hutan

Besiq

UPTD KPHP
Damai

Kampung Besiq Selesai

10
30 Desember

2025
Charles Surat

Dugaan Pembalakan Hutan
Liar

UPTD KPHP
Damai

Dilang Puti Selesai

17.UPTD Delta Mahakam

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

18.UPTD KPHP Kelinjau

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 9 Februari 2015
BPD Desa

Long
Surat

Konflik Tenurial di dalam
Areal Perhutanan Sosial

UPTD KPHP
Kelinjau

Desa Long Nyelong,
Kecamatan Busang,

Selesai
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Nyelong An.
Gerawan

yang melibatkan Mitra Kerja
PT. Andalan Agri Mitra

Kab. Kutai Timur

2 27 April 2025

PT.
Mahakarya

Perdana
Gemilang

An. Tunggul
Wachidin

Surat

Konflik Tenurial di dalam Izin
PBPH PT. Mahakarya

Perdana Gemilang
melibatkan Kelompok Tani

Hutan

UPTD KPHP
Kelinjau

Desa Senyiur,
Kecamatan Muara

Ancalong Kab. Kutai
Timur

Selesai

3
28 Oktober

2025

Yayasan
Konservasi
Khatulistiwa
Indonesia

Surat
Penebangan Liar di Hulu

Sungai Suwi

DLH Kab. Kutim,
UPTD KPHP
Kelinjau dan

BKSDA Kaltim

Desa Kelinjau ilir,
Kecamatan Muara

Ancalong Kab. Kutai
Timur

Selesai

19.UPTD KPHP Kendilo

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 17 Mei 2025 Laporan
MMP

WhatsApp
(WA)

Terdapat Laporan adanya
alat berat dan beberaoa

UPTD KPHP
Kendilo

Kecamatan Muser Selesai
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Kecamatan
Muser

warga yang melakukan
pembukaan lahan di

Kawasan hutan

2 25 Mei 2025

Laporan
MMP Desa

Muara
Andeh

WhatsApp
(WA)

Terdapat Laporan adanya
aktifitas penebangan kayu di
wilayan Desa Muara Andeh

UPTD KPHP
Kendilo

Desa Muara Andeh Selesai

3
16 September

2025

Pertamina
Hulu

Mahakam
Surat

Permohonan Arahan dan
Peninjauan Lokasi

Pembukaan Lahan oleh
Warga di Lokasi Penanaman
Rehabilitasi DAS di Blok D

dan Blok E2 atas nama SKK
Migas Wilayah Kerja

Mahakam

UPTD KPHP
Kendilo

Desa Saing Prupuk Selesai

20.UPTD KPHP Manubar

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 3 Januari 2025
PT. Silva
Selaras
Utama

Surat
Pendampingan pendataan
okupansi pada Kawasan

Perlindungan Setempat dan

UPTD KPHP
Manubar

Di Kawasan PBPH
PT Silva Selaras

Utama
Selesai
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Kawasan Kemitraan
Kehutanan pada Blok 2 PT.

Silva Selaras Utama di
Kecamatan Bengalon &
Kecamatan Kaliorang

2 3 Januari 2025
PT. Silva
Selaras
Utama

Surat

Melaporkan Okupansi pada
Kawasan Hutan yang

berada didalam areal PBPH
PT. Silva Selaras Utama,

adapun Okupansi tersebut
tertuju pada bangunan yang

dimiliki oleh Bapak Dayat
(Dokumentasi Bangunan

Terlampir)

UPTD KPHP
Manubar

Di Kawasan PBPH
PT Silva Selaras

Utama
Selesai

3 20 Januari 2025

Kelompok
Tani

Gunung
Jepu Jepu

Surat

Laporan Penyebrotan Lahan
Kelompok Tani Gunung

Jepu - Jepu Bersatu oleh
PT. Silva Selaras Utama

UPTD KPHP
Manubar

Di Kawasan Lahan
Garapan Kelompok
Tani Gunung Jepu -

Jepu Bersatu.

Selesai

4 20 Januari 2025

Kelompok
Tani

Gunung
Jepu Jepu

Surat

Laporan Garapan Di Areal
Tanah Hulayat Kesultanan

Kutai Kartanegara Ing
Martadipura Berstatus

Kawasan Hutan, oleh PT.
Kobexindo Cement

UPTD KPHP
Manubar

Di Kawasan Lahan
Garapan Kelompok
Tani Gunung Jepu -

Jepu Bersatu

Selesai

21.UPTD KPHP Meratus
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No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 24 April 2025
Anggota

KTH Maju
Bersama

Tatap Muka
Pengaduan Tentang

Kepengurusan KTH Maju
Bersama

UPTD KPHP
Meratus

Bakungan, Kutai
Kartanegara

Selesai

2
27 Oktober

2025
Hendri Tatap Muka Pengecekan Lahan

UPTD KPHP
Meratus

Wilayah Desa
Jonggon

Selesai

3
13 November

2025

PT. ITCI
Kartika
Utama

Surat
Fasilitasi Konflik di Areal
PBPH PT. ITCI Kartika

Utama

UPTD KPHP
Meratus

RKT 2025 Desa
Jonggon

Selesai

22.UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

23.UPTD KPHP Santan

No Tanggal Pelapor Metodologi Subjek Laporan Instansi Berwenang Lokasi Status
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Diterima Pengaduan Aduan

1 9 April 2025
Walikota Bontang
Terkait Galian C di
Kelurahan Kanaan

Surat
Rencana Pertambangan

tanpa izin Menteri didalam
Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan, UPTD
KPHP Santan, GAKKUM

Wilayah Kalimantan Seksi II
Samarinda, Dinas ESDM
Prov. Kaltim dan Dinas
Lingkungan Hidup Kota

Bontang

Kota
Bontang

Selesai

24.UPTD KPHP DAS Belayan

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 24 Juli 2025 Ulai
WhatsApp

(WA)
Karhutla

KPHP DAS
Belayan

Desa Kedang
Kepala Kec. Muara
Kaman Kab. Kutai

Kartanegara

Selesai

2 25 Juli 2025 Sarfani
WhatsApp

(WA)
Karhutla

KPHP DAS
Belayan

Desa Muara Siran
Kec. Muara Kaman

Selesai
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Kab. Kutai
Kartanegara

3 7 Oktober 2025 Kasdiannor Tatap Muka Pengembangan Usaha
KPHP DAS

Belayan

Desa Muhuran Kec.
Kota Bangun Kab.
Kutai Kartanegara

Selesai

25.UPTD KPHP Telake

No
Tanggal
Diterima

Pelapor
Metodologi
Pengaduan

Subjek Laporan
Instansi

Berwenang
Lokasi Aduan Status

1 7 Agustus 2025 Armansyah
WhatsApp

(WA)
Temuan Kegiatan Tambang

Ilegal Emas
KPHP Telake

Desa Rantau Layung
Kec. Batu Sopang,

Kab. Paser
Selesai
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2. Permasalahan

Dengan  ditunjuknya  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai

admin  SP4N-LAPOR!  serta  Sub  Admin  pada  UPTD  KPHP/KPHL/Tahura

Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka tidak serta merta

laporan  dari  masyarakat  dapat  ditindaklanjuti  segera.  Aduan  yang  masuk

harus  dipastikan  ditujukan  kepada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan

Timur  dan  UPTD  KPHP/KPHL/Tahura  Lingkup  Dinas  Kehutanan  Provinsi

Kalimantan  Timur.  Adapun  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan

Aduan dan SP4N-LAPOR! adalah sebagai berikut:

a. Belum  maksimalnya  masyarakat  tingkat  tapak  dalam  menggunakan

aplikasi online melalui website SP4N-LAPOR! dalam melapor pengaduan.

b. Masyarakat masih banyak melaporkan pengaduan nya melalui surat dan

media sosial serta email.

c. Waktu penyelesaian berbeda-beda karena menyesuaikan dengan tingkat

aduan apakah berkadar pengawasan atau tidak.

3. Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya penyelesaian masalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat tingkat

tapak serta cara melaporkan pengaduannya.

b. Melakukan  koordinasi  dengan  Bidang  dan  UPTD  KPHP/KPHL/Tahura

Lingkup  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebelum  dan

sesudah  melakukan  verifikasi  laporan  untuk  memastikan  ketepatan

aduan.

c. Verifikasi aduan tidak terlambat dan dengan tepat waktu.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi.

e. Memastikan laporan telah lengkap agar dapat segera diselesaikan.
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4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan  layanan  pengaduan  melalui  SP4N-LAPOR!  penguatan

kapasitas sumber daya manusia memainkan peranan yang penting, bukan

hanya  kuantitas  namun  juga  kualitas  sangat  diharapkan.  Dalam

pengelolaannya  memang  belum  tersedia  jabatan  fungsional  pengelola

pengaduan  oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  pelatihan-pelatihan  bagi

pengelola  admin  SP4N-LAPOR!  setiap  tahun  untuk  menunjang  pelayanan

publik yang berkualitas.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan  Laporan  Aduan  dan SP4N-LAPOR!  Dinas  Kehutanan  Provinsi

Kalimantan  Timur  dan  UPTD  KPHP/KPHL/Tahura  Lingkup  Dinas  Kehutanan

Provinsi  Kalimantan Timur  tahun 2025 telah diselesaikan laporannya dengan

baik.  Diharapkan ke depan Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur  dan

UPTD KPHP/KPHL/Tahura Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

dapat  menjawab  dan  menyelesaikan  dalam ketepatan  dan  kecepatan  waktu

yang lebih baik lagi.

Disamping  melakukan  pemantauan  laporan  atau  aduan  untuk  Pemerintah

Provinsi  Kalimantan Timur,  Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur  juga

melakukan  monitoring  Aduan  dan SP4N-LAPOR!  pada  UPTD

KPHP/KPHL/Tahura Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang

juga merupakan tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk  itu  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  diharapkan  dapat

melakukan  koordinasi  secara  intensif  untuk  melakukan  pemantauan  dan

evaluasi tersebut.
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E. PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan Aduan Masyarakat  telah dilaksanakan,  namun

ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperbaiki  dan  dioptimalkan  tahun  berikutnya.

Berdasarkan evaluasi  pengelolaan aduan masyarakat,  diperoleh rekomendasi

tindak lanjut sebagai berikut:

1. Berkoordinasi  dengan  pengelola  sub  admin  Bidang  dan  UPTD

KPHP/KPHL/Tahura  Lingkup  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur

yang belum menindaklanjuti aduan dengan tepat waktu.

2. Memberikan masukan kepada para pimpinan dan para pengambil kebijakan

agar  lebih  menyadari  pentingnya  aspirasi  dan  aduan  masyarakat  untuk

menentukan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 21 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,

       ${ttd}

Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001
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LAMPIRAN
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